
WALI KOTA BALIKPAPAN 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN 

NOMOR 22 TAHUN 2023  

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH 

PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN 

TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan investasi daerah,

pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah 

serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu 

dilakukan penambahan penyertaan modal dalam bentuk  

saham  kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan 

Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah 

kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, 

nilai komulatif penyertaan modal daerah kepada Bank 

Pembangunan Daerah Kalimantan Timur setiap tahunnya  

ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Penambahan Penyertaan Modal 

Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank 

Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan 

Utara Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
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Menetapkan :

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 

Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- 

Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang- 

Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 

1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah  

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang  

Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2014  

tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota 

Balikpapan Kepada Bank Pembangunan Daerah 

Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Kota Balikpapan 

Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENAMBAHAN

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA

PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH

KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.

3. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah 

d an /atau  uang yang sem ula merupakan kekayaan yang tidak dapat 

dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai 

m odal/saham  daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.

4. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan  

Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut PT BPD Kaltim Kaltara adalah  

badan usaha milik daerah yang menjalankan kegiatan usaha secara 

konvensional dan /atau  berdasarkan prinsip syariah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah.

6. Saham adalah bagian modal disetor perusahaan yang dapat dipeijualbelikan 

baik didalam m aupun diluar pasar modal yang merupakan klaim atas 

penghasilan dan aktiva perusahaan, memberikan hak atas deviden sesuai 

dengan bagian modal disetor sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran 

dasar perusahaan.

BAB II

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPD Kaltim Kaltara pada 

Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp6.365 .000 .000 ,00  (enam miliar tiga ratus 

enam puluh lima juta rupiah).

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dalam bentuk Saham yang bem ilai m asing-m asing sebesar R p5.000.000,00  

(lima juta rupiah) sebanyak 1.273 (seribu dua ratus tujuh puluh tiga) lembar 

Saham dengan nilai keseluruhan sebesar Rp6.365 .000 .000 ,00  (enam miliar 

tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).
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Pasal 3

Nilai akum ulasi Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor kepada PT BPD 

Kaltim Kaltara sampai dengan Tahun 2023, setelah dilakukan penambahan  

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 

Rp 150.000.000.000,00  (seratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada 

APBD Tahun 2023, melalui anggaran pengeluaran pembiayaan Daerah pada 

anggaran Penyertaan Modal Daerah kepada badan usaha milik Daerah dengan 

kode rekening 6 .2 .02 .02 .01 .0001 .

Pasal 5

PT BPD Kaltim Kaltara wajib menyerahkan sertifikat Saham  sesuai jum lah  

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan 

pada tanggal 18 Desember 2023 

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MASTJD

Diundangkan di Balikpapan 
pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E R L . TORUAN
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